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BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEI{ASAIT

NOMOR3' TAHUN 2013
TENTANG

PEI{JABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas Pendapatan;

: L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 7999 Nomor L69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor a255);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  a38l;



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajah
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 509a);

8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun z0tl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

9. Peraftrran Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor L97, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4Ol8), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor al93l;

10. Perahrran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun 2OOg Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2631;

1 1. Peratrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah lkbupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ZOLI;

t4. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
20OT tentang Pehrnjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
20 10;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tatrun }OLL
tentang Pembenhrkan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daeratr Kabupaten Pamekasan Nomor 11
Tahun 2OO8 tentang Unrsan Pemerintahan Daeratr
(Iembaran Daeratr Ibbupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 4 Seri E|;

17. Peratrrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4
Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Iembaran Daeratr Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 2 Seri Dl, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13
Tatrun 2OLg (Iembaran Daeratr lkbupaten Pamekasan
Tahun 2Ol3 Nomor 4|;
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: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN.

BAB I
IIIETEI|TUAII T'UUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

4. Dinas Daerah adalah unsur pelalrsana otonomi daerah.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan l(abupaten

Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PBITJABANAIT TUGAB DAII TUIIGSI

Beglna Kesatu
Kepda Dlnar

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai hrgas membanhr Bupati dalam
melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan
dan pengendalian di bidang pendapatan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Kepala Dinas menyelen fungsi :

a. penrusunarl kebijakan dan pedoman teknis
pendapatan daerah;

b. peny4iian informasi pendapatan daerah;
c. pelayanan perpdakan dan pengkoordinasian retribusi

serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi

umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang

membidangi pendapatan daerah;
f. pembinaan pendapatan asli daerah; dan
g. pelaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagtaa Kedua
SokrGtertat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan
umum, perlengkapan, kepegawaian, mengkoordinasikan
program dan perencanaan serta keuangan.



Pasal 5

Dalam melaksanakan hrgas ssgqgaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pembinaan
ketatalaksanaan;

b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan
inventarisasi kantor;

c. penyusunan rencana kebuhrhan perlengkapan dan
peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan
kantor;

d. pelaksanaan proses kedudukan hukum, upaya
peningkatan, kesejahteraan dan karir pegawai;

e. penyiapan dan pengolahan data dalam penrusunan
program dan perencanaan;

f. pengkoordinasian dan penJrusunan perencanaan
program kegiratan dan pelaporan;

g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan
dan pertanggungiawaban pelaksanaannya; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai hrgas :

a. melaksanakan tata usaha umum dan ta;ta usaha
pimpinan;

b. melaksanakan urusan surat men5nrat, pengetikan,
penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan
dan inventaris kantor;

d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan
kebersihan kantor;

e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan
administrasi perjalanan dinas;

f. melaksanakan analisis kebuhrhan, pengadaan dan
pengadministrasian barang kebutuhan dinas;

g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan
karier pegawai, serta usaha peningkatan mutu
pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan
pegawai;

h. menyrapkan data, mengolah, menJnlsun dan
memelihara administrasi kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk
bahan penrusunan program dan perencanaan;

b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan unhrk analisis
dan evaluasi penyr:sunan laporan pelaksanaan rencana
program;

c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan
penyusunan laporan pelaksanaan program;



d. melaksanakan koordinasi penyusunan
pelaksanaan prograrn kegiatan;

laporan

e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program;
dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan men5rusun rencana anggaran
rutin serta mengelola administrasi keuangan;

b. melaksanakan pengelolaan taita usaha keuangan
anggaran nrtin dan anggaran pembangunan termasuk
pengelolaan dan pembayaran gqii pegawai;

c. menyusun laporan peftanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberilen oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang hrgasnya.

Bagfnn Kcttgn
Btdarg Pcndataan, Pendeftssaa

dnn Peaetapaa
Pasal 9

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan
pendaftaran dan penetapan subjek dan objek pqiak
daeratr, melaksanakan verifikasi, perhitr.mgan dan
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 10

Dalam melahsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian pendataan, pendaftaran dan
penetapan pajak daerah;

b. pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pqiak
daerah;

c. verilikasi, perhihrngan dan penetapan pajak daerah;
dart

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang hrgas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pqiak I
mempunyai ttrgas :

a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan
objek Pajak Hotel, Pqiak Restoran, Pajak Parkir dan
Pqiak Sarang Bumng Walet, serta perhitungan dan
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, unhrk
selanjutnya didistribusikan kepada bidang lainnya;

b. menghimpun, mengolah dan membukukan data subjek
dan objek pajak, serta menyusun buku induk wajib
pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Bunrng Walet;



c. menyqiikan laporan rekapihrlasi data subjek dan objek
pajak serta himpunan Surat Ketetapan Pajak Daeratr;
dan

d. melaksanakan ttrgas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendataan, Pendaftar,an dan Penetapan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak II
mempunyai tugas :

a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan
objek Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pqiak Penerangan
Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pqiak Mineral
Bukan logam dan Batuan melalui formulir y*Lg telah
disedialrarr, serta perhitungan dan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah, unhrk selanfutnya
didistribusikan kepada bidang lain;

b. menghimpun, mengolah dan membukulcan data subjek
dan objek pqiak serta menyusun bukr induk wqiib
pajak yang bersumber dari Pqiak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pqiak Air
Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahran;

c. menyqiikan laporan rekapihrlasi data subjek dan objek
pajak serta rekapitulasi himpunan Surat Ketetapan
Pqiak Daerah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan Pajalc III
mempunyai hrgas :

a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan
objek Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB) melalui pengisian formulir Surat
Pemberitatruan Objek Pajak dan L,ampirannya;

b. melaksanakan pemutakhiran data, membentuk dan
memelihara basis data PBB, pemutakhiran Peta Blok
dan/atau peta ZNT serta menerbitkan Nomor Objek
Peiak;

c. mengolatr data PBB, menilai dan menetapkan Nilai Jual
Objek Pajak serta menerbitkan Daftar Himpunan
Ketetapan Pqiak dan Pembayaran, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, dan Dolumen PBB lainnya;

d. memverifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan perahtran
perundang-undangan;

e. mengkoordinasikan dengan instansi penghasil dan
melaksanalmrl rekapitulasi serta menerbitkan surat
ketetapan sumber pendapatan lainnya di luar peiak;
dan

f. melaksanalmn ttrgas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai
dengan bidang ttrgasnya.



Bagla! Keempat
Btdang Pemgltaa dan Kebcretan

Pasal 14

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas
mengkoordinasikan penerimaan pqiak daerah dan sumber
penerimaan daerah lainnya, melaksanakan penagihan
pajak daerah yang telah jahrh tempo serta melayani dan
menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bidang Penagihan dan Keberatan
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penerimaan pajak daerah dan
sumber penerimaan daeratr lainnya;

b. penerbitan surat penagihan dan pembayaran pajak
daerah;

c. pendistribusian dan pendokumentasian surat
penagihan p4iak daerah;

d. penagihan pajak daerah;
e. pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan

pajak; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penagihan dan Keberatan Pqiak I mempunyai ttrgas :

a. melaksanakan penagihan dengan penerbitan Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah,
dan surat penagihan lainnya;

b. menyiapkan, mendokumentasikan, merekapihrlasi dan
melaporkan serta mendistribusikan surat penagihan
pajak daerah yang bersumber dari Pqiak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;

c. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan
pqiak; dan

d. melaksanakan ttrgas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 17

Seksi Penagrhan dan Keberatan Pqiak II mempunyai
tugas:
a. melaksanakan kegiatan penagihan dengan penerbitan

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak
Daerah, dan surat penagihan lainnya;

b. menyiapkan, mendokumentasikan, merekapihrlasi,
melaporkan, dan mendistribusikan surat yang
berkaitan dengan penagihan pajak daerah yang
bersumber dari Pqiak Hiburan, Pqiak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan Umum, P4iak Air Tanah dan Pqiak
Mineral Bukan Lagam dan Batuan;



c. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan
pajak; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 18

Seksi Penagihan dan Keberatan Pqiak III mempunyai
tugas:
a. mengkoordinasikan penagihan dan permohonan

keberatan PBB dan BPHTB serta penerimaan lainnya di
luar Pajak Daerah;

b. menerbitkan Surat Setorarr Pqiak Daerah,
mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat
Pemberitahuan Pqjak Terutang PBB, Daftar Himpunan
Ketetapan Pqiak dan dokumen PBB lainnya;

c. melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta
penerimaan lainnya di luar pajak;

d. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan
pajak; dan

e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Beglen Kellma
Btdang Peagawasan den Pcngenddlan

Pasal 19

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai hrgas
mengkoordinasikan penga\rasan dan pengendalian
terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pqiak
daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan
ketentuan perafirran perundang-undangan.

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Pengawasan dan Pengendalian
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian
terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pqiak
daerah dan sumber pendapatan lainnya;

b. pengesahan karcis/tiket/benda berharga lainnya
dengan porforasi Daerah;

c. monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan
pendapatan dari sektor pajat< daerah dan sumber
pendapatan lainnya;

d. pembinaan teknis operasional, pembimbingan dan
pengarahan dalam hal pemungutan pajak daerah dan
sumber pendapatan lainnya, termasuk sanksi terhadap
tindakan pelanggaran;

e. penyqiian rencana pengendalian pendapatan dari
sektor pqiak daerah dan sumber pendapatan lainnya
sesuai dengan potensi wilayah; dan

t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang hrgas dan fungsinya.



Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Paliak I mempunyai
tugas:
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap

pemungutan peiak yang bersumber dari Pajak Hotel,
Pajak Restoran, PEak Parkir dan Pajak Sarang Burung
Walet, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh Wajib Pqiak;

b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya
dengan porforasi Daerah;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
potensi Pqiak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan
Pajak Sarang Bumng Walet;

d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara
berkala terhadap penerimaan pqiak yang bersumber
dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pqiak Parkir dan
Pajak Sarang Burung Walet;

e. melaksanakan pembinaan teknis operasional
pemungutan peiak sesuai dengan kewenangan; dan

f. melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan
bidang hrgasnya,

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II mempunyai
hrgas :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pemungutan peiak yang bersumber dari Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak
Air Tanah dan P4iak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan
kewenangan;

b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya
dengan porforasi Daerah;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
potensi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pqiak
Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak
Mineral Bukan logam dan Bahran;

d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara
berkala terhadap penerimaan p4iak yang bersumber
dari Pqiak Hiburan, Pajak Reklame, Pqiak Penerangan
Jalan Umum, Pqiak Air Tanah dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;

e. melaksanakan pembinaan teknis operasional
pemungutan pajak sesuai dengan kewenangan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan
bidang firgasnya.
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Pasal 23

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pqiak III mempunyai
tugas :

a. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian
terhadap pendistribusian surat pajak serta potensi
pendapatan lainnya di luar peiak;

b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya
termasuk karcis pasar dengan porforasi Daerah;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta
pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB,
BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;

d. menyqiikan laporan rencana pengendalian secara
berkala terhadap penerimaan pqiak sesuai dengan
kewenangan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan
bidang hrgasnya.

Bagtan Kecnern
Bldang Atuntansl den Polaporan

Pasal 24

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai ttrgas
merumuskan kebiiakan akuntansi pendapatan dan
penerimaan daerah lainnya yang sah, serta melakukan
evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan ttrgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Bidang Akuntansi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyqiian rumusan penyusunan kebijakan akuntansi;
b. pelaksanaan alnrntansi pendapatan dan penerimaan

daerah lainnya yang sah;
c. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan

penerimaan daerah lainnya yang sah;
d. penyiapan bahan rumusan kebiiakan pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang hrgas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
mempunyai hrgas :

a. melaksanakan almntansi pendapatan asli daerah yang
meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelolaan
transaksi pendapatan asli daerah dari sumbernya;

b. men5rusun laporan dan evaluasi realisasi pendapatan
asli daerah setiap bulan, triwulan dan semester;

c. mengkoordinasikan kefian rekonsiliasi serta kajian
target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan
instansi penghasil; dan

d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akr.rntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Pasal 27

Seksi Alnrntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan
mempunyai tugas :

a. melaksanalcan akuntansi dana perimbangan yffry
meliputi pencatatan sumber pengelolaan dana;

b. menyusun laporan realisasi dana perimbangan;
c. melaksanakan koordinasi dan kqiian pendapatan dari

penerimaan daerah lainnya ytrLg sah; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 28

Seksi Akrrntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya Yang
Sah mempunyai tugas :

a. melaksanakan alnrntansi penerimaan pendapatan
daerah yang sah;

b. menyqiikan laporan bulanan, triwulan dan semester;
c. melaksanakan kqiian penerimaan lainnya yang sah;

dan
d. melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Beglran Ketqfuh
Kelompok Jabatan hrngrlonal

Pasal 29

Kelompok Jabatan F\rngsional mempunyai ttrgas
melaksanakan sebagian firgas Dinas Pendapatan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 3O

(1) Kelompok Jabatan t\rngsional terdiri dari sejumlah
tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keatrlianya.

(21 Kelompok Jabatan Ftrngsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas Pendapatan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kedanya.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAA ITI
IITTEITTI'AIY PEITUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2OO8
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 0Etobor 2)13

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 6ktobet 2013

SEKRETARIS DAERAH,

4.2,
ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI3 NOMOR 35
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